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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 

1987.Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang 

dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah 

diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik 

atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman 

transliterasi itu adalah sebagai berikut. 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian 

lagidilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif - tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ S dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ H dengan titik di bawah ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Z dengan titik di atas ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es dengan titik di bawah ص



 

vi 

 Dad ḍ de dengan titik di bawah ض

 Ta ṭ te dengan titik di bawah ط

 Za ẓ zet dengan titik di bawah ظ

 Ain ’ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 ā = أ  a = أ

 ī = إي ai = أ ي i = أ

 ū = أو au = أو u = أ

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangakan dengan /t/ 

Contoh : 

 ditulis  mar’atun jamīlah       مر أة جميلة

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh :  

 ditulis  fātimah             فا طمة
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4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh: 

بنار   ditulis   rabbanā 

برال                  ditulis  al-birr 

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

 ditulis  asy-syamsu  الشمس

 ditulis  ar-rojulu  الر جل

 ditulis  as-sayyidah  السيد ة

Kata sandang yang diikuti oleh “hruuf qomariyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

  ditulis  al-qamar  القمر

 ’ditulis  al-badi  البد يع

 ditulis  al-jalāl  الجلا ل

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah 

itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/. 

Contoh:  

 ditulis   umirtu  أ مرت

 ditulis  syai’un  شيء
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ABSTRAK 

 

Ahmad Zahidin. 2021. Pandangan Kepala KUA Terhadap Kriteria 

Pernikahan Pasangan Keterbelakangan Mental Di Kecamatan Laren 

Kabupaten Lamongan. Skripsi Fakultas/Jurusan: Syari’ah/S1 Hukum 

Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. 

Pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum pernikahan bagi 

penyandang keterbelakangan mental, khususnya tentang pandangan kepala KUA 

terhadap kriteria pernikahan pasangan keterbelakangan mental diperbolehkan 

menikah. Pernikahan dengan kondisi calon mempelai memiliki kelainan atau 

cacat pada mental atau sering disebut dengan keterbelakangan mental. 

Latarbelakang penelitian ini adalah adanya kasus pernikahan dengan kondisi 

mempelai yang keterbelakangan mental di Kecamatan Laren Kabupaten 

Lamongan, pernikahan dengan kondisi seseorang tidak normal menjadi suatu hal 

yang tidak lazim dan membutuhkan perhatian khusus, khususnya dalam hal 

menentukan keabsahan pernikahan tersebut, dengan dua rumusan masalah yakni 

Bagaimana praktik pernikahan penyandang keterbelakangan mental di KUA 

Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dan Bagaiamana kriteria pernikahan 

pasangan keterbelakangan mental yang diperbolehkan menikah menurut kepala 

KUA.  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dan 

merupakan jenis penelitian kualitatif (field research). Instrumen pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan 

sekunder. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini hanya akan memaparkan 

situasi atau peristiwa, sehingga peneliti tidak perlu  mencari atau menjelaskan 

hubungan, serta tidak menguji hipotesis.  

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan 

kepala KUA Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, bahwa kriteria pernikahan 

pasangan keterbelakangan mental yang diperbolehkan menikah menurut kepala 

KUA Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan adalah penyandang 

keterbelakangan mental dengan tingkatan retardasi mental ringan, karena 

penyandang keterbelakangan mental dengan tingkatan retardasi mental ringan 

dianggap mampun dan memiliki kesadaran untuk bertanggungjawab atas 

keluarga, mampu dibebani hukum dan dapat melangsungkan akad nikah. 

Kata Kunci: Kriteria, Keterbelakangan Mental. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pengertian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 

tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
  

Perkawinan yang dalam hukum islam sering dikenal dengan istilah 

pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, 

mawaddah wa rahmah memelihara serta meneruskan keturunan, juga mencegah 

perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, 

ketentraman keluarga dan masyarakat.
2
 Pada dasarnya manusia memiliki hak untuk 

memperoleh ke hidupan yang bahagia. Berhak untuk tumbuh berkembang didalam 

lingkungan yang mendikung termasuk berkembang untuk melakukan perkawinan 

karena dalam perkawinan mengandung wadah untuk menyalurkan kasih sayang, 

kedamaian dan ketentraman serta mencapai tujuan pernikahan yang sesugguhnya. 

 Sesuai dengan kandungan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan bahwa 

tujuan perkawinan antara lain adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

                                                           
1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 
2
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), h. 11. 
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bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 Untuk mewujudkan 

tujun perkawinan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban suami istri. 

Sehingga pernikahan orang-oramng yang memiliki keterbelakangan mental yang 

dihawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya perlu mendapat perhatian.
4
 

Untuk dapat memenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri 

diperlukan kesiapan mereka bukan saja secara fisik tetapi juga secara psikis. 

Untuk membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, perkawinan 

dipersyaratkan dilakukan oleh orang yang baligh  cukup usia dan sehat baik 

secara fisik maupun psikis, bahkan sosial dan eknomoni. 

Namun praktik di lapangan memperlihatkan bahwa perkawinan juga 

dilakukan oleh mereka yang berketerbelakangan mental. Status hukum 

perkawinan  bagi mereka nampaknya telah dibahas oleh para imam Madzhab 

sejak berabad abad yg lalu. Imam Syafi’i berpendapat bahwa orang yang 

mengalami keterbelakngan mental tidak memperoleh hak untuk menentukan 

sesuatu hal yang bersangkutan dengan dirinya. Alasannya karena mereka 

dianggap tidak dapat merawat dirinya sendiri, sehingga perjanjian yang 

dilakukan dianggap batal kecuali wali sudah memberi izin.  Berdasarkan izin 

walinya maka akad nikah orang yang menderita safih (idiot) dipandang sah 

menurut Mazhab Hanafi dan Imamiyah.
 5 

Dalam ilmu pengetahuan tentng disabilitas yang diantaranya nya 

adalah para penyandang masalah keterbelangan mental itu sesungguhnya 

                                                           
3 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
4 Kompilasi Hukum Islam, Bab XII Hak Dan Kewajiban Suami Isteri, Pasal 77. 
5 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Masykur A.B, Afif Muhammad dan 

Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 347. 
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kondisi mereka itu tidak sama, ada yang ringan ada yang berat, ada yang tetap 

bisa menjalankan kwajiban sesama ada yang tidak bisa. Berdasarkan The 

ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, WHO, Geneva 

tahun 1994 retardasi mental dibagi menjadi 4 golongan yaitu: 

1. Mereka yang masih mampu berinteraksi sosial dan mampu mengurus diri 

sendiri, walaupun pertumbuhannya lebih lambat dari pada seseorang pada 

umumnya. Kesulitan atau kekurangan mental pada tingkatan ini hanya 

pada proses akademik yakni membaca dan menulis. 

2. Mereka yang memiliki kesulitan untuk memahami bahasa, dan cenderung 

lambat dalam berinterksi. 

3. Mereka mengalami kerusakan motor yang bermakna atau adanya defisit 

neurologis atau gangguan fungsi bagian tubuh. 

4. Mereka yang keterbelakangan mentalnya  sangat berat berarti secara 

praktis sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti 

permintaan atau instruksi.
6
 

Dilihat dari tuntutan hukum perkawinan atau hukum pernikahan, para 

penyandang masalah mental itu tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban 

yang telah di atur dalam hukum Islam dan Undang-undang No 16 tahun 2019 

tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Salah satu konsekuensi kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk 

memelihara, mendidik, baik mental maupun spiritual, dan mengasuh anak.  

                                                           
6 Titi Sunarwati Sularyo dan Muzal Kadim, Retardasi Mental, Jurnal Sari Pediatri, Vol. 

2, No. 3, Desember 2000, hlm 172. 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 disebutkan: Suami 

istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, 

baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan 

pendidikan agamanya. Sebagaimana hasil penelitian sementara, dampak dari 

pernikahan dalam kondisi berketerbelakangan di Kecamatan Laren 

Kabupaten Lamongan yaitu, ada yang meninggalkan pasangannya tanpa 

proses perceraian, adapula yang tidak bertanggung jawab terhadap 

keluarganya terutama anak-anaknya.    

Pembahasan tentang boleh tidaknya pernikhan penyandang 

keterbelakngan mental tidak bisa digeneralisir, melainkan harus dilihat 

kondisi masing-masing dengan suatu ukuran terpenuhi tidaknya kriteria 

tertentu. Penentuan siapa-siapa para penyandang keterbelakngan mental yang 

boleh menikah dilakukan oleh petugas KUA. Sedangkan kriteria sendiri 

sebagai produk kebijakan operasional pada umumnya ditentukan oleh kepala 

KUA. Maka praktik menikahkan mereka yang menyandang masalah mental 

terkandung di dalamnya penerapan kriteria tertentu yang memandang bahwa 

mempelai termasuk yang boleh dinikahkan. 

Penulis menganggap penting untuk meneliti permasalahan pernikahan 

orang-orang yang berketerbelakangan mental ini karena untuk memahami 

praktik pernikahan mereka, bagaimana kriteria yang ditentukan oleh KUA 

setempat untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk menikah, 

bagaimana pula proses akad menikah bagi mereka itu dilaksanakan. Persoalan 
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ini belum mendapat perhatian banyak dari peneliti sehingga berdasarkan 

penelusuran peneliti dapat dikatakan bahwa masih sangat terbatas bahkan 

belum ada yang meneliti kajian tentang Pernikahan Pasangan 

Berketerbelakangan Mental yang ada khususnya di Kecamatan Laren 

Kabupaten Lamongan. 

Sesuai yang dipaparkan di atas dan berdasarkan arsip data tercatat, 

sejak 5 tahun terakhir terdapat 3 kasus pernikahan orang-orang yang 

berketerbelakangan mental di tiga desa kecamatan Laren. Dengan demikian, 

penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Laren Kabupaten 

Lamongan, sebab adanya kasus masyarakat berketerbelakangan mental yang 

menikah kemudian di tinggal oleh pasanganya tanpa adanya kejelasan 

perceraian. Oleh karena itu, peneliti memilih judul PANDANGAN KEPALA 

KUA TERHADAP KRITERIA PERNIKAHAN PASANGAN 

KETERBELAKANGAN MENTAL DI KECAMATAN LAREN 

KEBUPATEN LAMONGAN. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun  rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana praktik pernikahan penyandang keterbelakangan mental di 

KUA Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?  

2. Bagaiamana kriteria pernikahan pasangan keterbelakangan mental yang 

diperbolehkan menikah menurut kepala KUA? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah:  
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1. Untuk memahami, mendiskripsikan dan menganalisis tentang tentang 

praktik pernikahan penyandang keterbelakangan mental yang menikah di 

Kecematan Laren Kabupaten Lamongan. 

2. Untuk memahami, mendiskripsikan dan menganalisa pandangan kepala 

KUA  terhadap kriteria pernikahan pasangan berketerbelakangan mental 

yang di perbolehkan menikah di Kecematan Laren Kabupaten Lamongan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dan manfaat terutama bagi masyarakat, diantaranya: 

1. Secara Teoritis  

Penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan intelektual bagi 

kaum akademis dan khalayak umum, serta memberikan konstribusi 

pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi penelitian berikutnya, terutama 

penelitian tentang kritetria keabsahan pernikahan pasangan 

keterbelakangan mental. 

2. Secara Praktis 

 Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat 

sebagai bahan informasi pengetahuan mengenai perlunya pemahaman 

terhadap persyaratan atau kriteria pernikahan pasangan penyandang 

keterbelakangan mental. 
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b. Bagi Lembaga perkawinan dan para praktisi hukum, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif dan 

merupakan dokumen yang bisa dijadikan sebagai kerangka acuan untuk 

melakukan penyuluhan khususnya terkait kriteria pernikana anggota 

masyarakat yang menyandang keterbelakngan mental. 

E. Penelitian Yang Relevan 

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti, banyak 

literatur yang membahas masalah perkawinan penyandang keterbelakangan 

mental atau cacat mental. Peneliti menemukan karya ilmiah yang ditulis 

dalam bentuk skripsi dan jurnal yang mengangkat bahasan ini, tetapi hanya 

beda pokok permasalahan seperti dibawah ini. 

Skripsi Ahmad Khoirul Anwar Hidayat, dengan judul “Tinjaun Fiqih 

terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Perkawinan Cacat Mental di Desa 

Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini 

menjelaskan tentang praktek perkawinan yang dilakukan oleh penyandang 

cacat mental, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang 

cacat mental maka perlunya seorang tokoh agama untuk mengambil suatu 

tindakan positif, yang mana tindakan tersebut dapat menghasilkan suatu 

solusi.
7
 Sementara dalam penelitian ini membahas tentang kriteria pernikahan 

pasangan berketerbelakangan mental mengenai pandangan kepala KUA di 

Kecematan Laren Kabupaten Lamongan. 

                                                           
7 Ahmad Khoirul Anwar Hidayat, “Tinjauan Fiqih terhadap Pandangan Tokoh Agama 

tentang Perkawinan Cacat Mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, 

Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), h. 2. 
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Skripsi Mufitri Mutalali, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental”. Dalam penelitian ini 

menghasilkan bahwa secara hukum tidak ada larangan terhadap perkawinan 

penyandang cacat mental. Namun, demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu 

menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah maka penyandang 

cacat mental yang diperbolehkan menikah haruslah mereka yang secara 

mental dianggap mampu untuk menikah (mereka pada tipe ringan dan 

sedang).
8
 Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang kriteria 

pasangan berketerbelakangan mental yang diperbolehkan menikah di 

Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.  

Skripsi Nilna Izil Balqiyah, yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban 

Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di 

Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”. Hasil dari 

penelitian ini adalah pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental, 

sebenarnya tidak sempurna jika harus disesuaikan dengan pemenuhan 

kewajiban istri secara normal. Karena dapat disebut orang yang terkena beban 

hukum dan di bawah pengampuan. Tetapi karena ia adalah penyandang cacat 

mental ringan yang termasuk dalam cacat mental yang dapat dididik. 

Tidak banyak terjadi kesulitan yang berarti, meskipun tugas rumah 

tangga yang seharusnya menjadi kewajiban istri tidak dapat terpenuhi dengan 

                                                           
8 Mufitri Mutala’li, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Penyandang Cacat 

Mental”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. ii. 
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baik dan harus persetujuan walinya.
9
 Sedangkan dalam penelitian ini lebih 

membahas pandangan kepala KUA dengan adanya pasangan 

berketerbelkangan mental yang diperbolehkan menikah di Kecamatan Laren 

Kabupaten Lamongan. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada yang meneliti 

kajian yang sama dengan penelitian ini. 

Jurnal Cut Hasmiyati, dengan judul “Kewajiban Nafkah Suami 

Penyandang Disabilitas  (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan 

Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)”. Jurnal tersebut membahas 

tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami 

penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman 

Kota Yogyakarta.  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang bersifat 

deskriptifanalitis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian kewajiban 

nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan 

dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang suami, namun masih belum 

bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.  

Di dalam penelitian ini terdapat  lima keluarga yang suaminya telah 

menyandang disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan akan tetapi 

isterinya ikhlas dengan kondisi yang dialami oleh suaminya dan ada satu 

keluarga yang suaminya sebagai penyandang disabilitas setelah terjadinya 

pernikahan yang isteri tidak bisa menerima kondisi tersebut. Dari keenam 

                                                           
9 Nilna Izil Balqiyah, “Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif 

Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”, 

Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h. v. 
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keluarga tersebut semuanya sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam 

hukum Islam. Apabila para suami tidak mampu memberikan nafkah karena 

sakit atau cacat maka hal ini merupakan suatu illat pengecualian.
10

 

Jurnal Guntur Agung Prabowo yang berjudul “Kontruksi sosial 

tentang perkawinan disabilitass (Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan 

Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota 

PERTUNI)”.  Penelitian ini membahas tentang hubungan sosial dalam 

perkawinan antara serang wanita normal dengan laki-laki penyandang 

disabilitas, dalam penelitian ini penulis ingin menggali tentang makna 

perkawinan bagi seorang wanita yang memiliki pasangan penyandang 

disabilitas. 

Penulis dalam penelitian ini mendapatkan beberapa hasil yakni: 

Pertama, makna perkawinan wanita dengan pendidikan tinggi adalah proses 

terjadinya sebuah hubungan untuk melestarikan keturunan, yang sudah 

digariskan oleh Allah. Berbeda dengan wanita yang berpendidikan rendah 

memaknai perkawinan sebagai proses interaksi pada hal yang baik dan buruk 

dalam keluarga, wujud atas rasa kasih sayang dan keseriusan atas hubungan 

dekat yang terjalin sebagai bentuk pengabdian hidup seseorang istri kepada 

seorang suami. Kedua, Motivasi wanita menikah dengan disabilitas tunanetra 

adalah pendidikan tinggi, mempunyai kemiripan dengan idolanya, memiliki 

sifat baik, berpenghasilan sendiri, dan mampu menjadi imam. Ketiga, Dalam 

pernikahan, tidak ada halangan walaupun ada ketidak setujuan dari anggota 

                                                           
10

 Cut Hasmiyati, “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas”, Jurnal, Fakultas 

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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keluarga, namun tidak menyangkut wali pada pernikahannya. Keempat, 

Kehidupan keluarga mereka berjalan lancar dikarenakan suaminya mampu 

memenuhi kebutuhan lahir batin dan juga telah memiliki anak. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis 

saat ini adalah tentang subjek teliti serta fokus penelitian dimana penulis lebih 

berfokus tentang kriteria keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh 

penyandang disabilitas dengan kepala KUA sebagai sumber atau subjek 

penelitian. Sedangkan penulis sebelumnya menjadikan pelaku atau istri yang 

memiliki suami disabilitas sebagai subjek atau narasumber utama dalam 

penelitianya dengan fokus kontruksi sosial dan makna perkawinan menurut 

istri dari suami penyandang disabilitas.
11

 

Jurnal Yayuk Afiyanah, berjudul “Hukum perkawinan bagi 

penyandang disabilitas mental menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 dan 

Undang-undang no. 8 tahun 2016”. Jurnal penelitian ini membahas tentang 

bagaimana aturan dalam undang-undang mengenai pernikahan bagi seorang 

penyandang disabilitas mental, dalam penelitian ini penulis menganalisis 

masalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas 

mental dengan perspektif undang-undang yang mengatur tentang perkawinan 

dan undang-undang tentang penyandang disabilitas di Indonesia. 

Jurnal penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi 

dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan. 

                                                           
11 Guntur Agung Prabowo, “Kontruksi sosial tentang perkawinan disabilitass (Studi 

Deskriptif tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas 

Tunanetra Anggota PERTUNI), Jurnal, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya. 
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Hasil penelitian ini bahwa secara hukum perkawinan bagi penyandang difabel 

mental tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau harus adanya 

pembatalan dalam segi syarat perkawinan. Karena bagi penyandang difabel 

mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kreteria 

harus sehat mentamenjawab kebutuhan kehidupan kontemporer seperti HAM, 

gender, lingkungan, demokrasi dan lain-lain. 

Perbedaan jurnal penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

tentang fokus penelitiannya, dimana jurnal tersebut berfokus terhadap aturan 

atau undang-undang yang terkait dengan pernikahan disabilitas mental. 

Sedangkan dalam penelitian ini penulis berfakus pada pandangan kepala 

KUA tentang praktik pernikahan penyandang keterbelakangan mental.
12

 

Jurnal H.A Dardiri Hasyim, judul “Identifikasi pemenuhan hak bagi 

difable (penyandang cacat) dalam KUHPerdata (studi analisis pemenuhan hak 

bagi difable dalam KUHPerdata perspektif convention on the Rights of 

Persons with Disabilities dalam UU Nomor 19 Tahun 2011)”. Penelitian ini 

meneliti tentang pemenuhan hak penyandang difabel dalam hukum perdata di 

Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (kepustakaan). Jenis 

penelitian dengan kepustakaan ini melalui proses data dan informasi berupa 

data tertulis yang berasal dari buku-buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber 

data lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data 

tertulis ini, melalui undang-undang maupun buku-buku yang terkait tentang 

                                                           
12 Yayuk Afiyanah, Hukum perkawinan bagi penyandang disabilitas mental menurut 

Undang-undang no 1 tahun 1974 dan Undang-undang no. 8 tahun 2016, Jurnal Syntax 

Admiration, ( Bandung: Universitas Sunan Gunung Djati, 2020).  
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difable (penyandang cacat). Sedangkan analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak difable 

(penyandang cacat) dalam CRPD tertuang dalam 18 (delapanbelas) konsep 

pemenuhan hak, yang dijabarkan lewat dua puluh lima (25) pasal, sedangkan 

pemenuhan hak difable (penyandang cacat) dalam KUHPerdata tertuang 

dalam 9 (sembilan) konsep pemenuhan hak, yang dijabarkan lewat 10 

(sepuluh) pasal. Koneksivitas antara CRPD dan KUHPerdata ditunjukkan 

lewat identifikasi bahwa KUHPerdata hanya memuat 50% pemenuhan hak 

difable dari keseluruhan pemenuhan hak difable dalam CRPD. Sementara itu 

penelitian ini juga menunjukkan temuan baru tentang adanya 5 (lima) pasal 

dalam KUHPerdata yang kontradiktif terhadap konsep pemenuhan hak 

difable (penyandang cacat) CRPD.
13

 

F. Kerangka Teori 

Hukum melakukan pernikahan pada dasarnya adalah mubah atau 

boleh bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, karena 

merupakan perbuatan yang menurut naluri manusia memang dikehendaki. 

Tetapi hukum mubah itu dapat berubah menjadi sunah, wajib, makruh atau 

haram berdasarkan orang yang melakukan pernikahan tersebut.
14

 Keterlibatan 

dan intervensi manusia (kedua mempelai) menjadi sangat penting supaya 

                                                           
13 H.A Dardiri Hasyim, Identifikasi pemenuhan hak bagi difable (penyandang cacat) 

dalam KUHPerdata (studi analisis pemenuhan hak bagi difable dalam KUHPerdata perspektif 

convention on the Rights of Persons with Disabilities dalam UU Nomor 19 Tahun 2011), Jurnal 

Serambi Hukum, (Surakarta: UNIBA, 2017). 
14 Bakri A Rahman, dkk, “Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan 

Hukum Perdata BW”, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1981), h. 21. 
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dapat mengondisikan hukum pernikahan tidak jatuh menjadi makruh atau 

haram dan terjerumus dalam kenistaan pernikahan. 

Menurut para ulama, masalah kemampuan dalam segala hal sangat 

erat kaitannya dengan kecakapan bertindak, begitu pula dengan pernikahan, 

karena pernikahan merupakan perbuatan hukun yang berisi hak dan 

kewajiban tertentu. Sedangkan dalam agama Islam seara eksplisit tidak 

pernah menyatakan kematangan mental sebagai salah satu syarat ataupun 

rukun nikah.lembaga pernikahan merupakan suatu institusi suci yang 

memiliki hikmah menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat 

menurut Islam.
15

 

Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

tidak menyebutkan akil sebagai syarat pernikahan. Namun, pada pasal 7 poin 

(1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”
16

 

Memelihara suatu ikatan perkawinan merupakan kewajiban bagi 

kedua orang yang sudah mengucapkan ikrar akad perkawinan. 

Berketerbelakangan mental menjadi sebuah dilema apabila melihat kenyataan 

datas. Mereka yang berketerbelakangan mentalnya termasuk ke dalam 

golongan kurang akalnya, disisi lain mereka juga mempunyai hak untuk 

                                                           
15 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1994), h. 44. 
16 Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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menikah seperti manusia pada umumnya. Dengan keterbelangan mental 

mereka maka dapat menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan 

berumah tangga terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban.  

Keterbelakangan mental adalah mereka yang memiliki intelegensi di 

bawah rata-rata karena terhambat pada masa perkembangan yang 

berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh seperti kemampuan 

kognitif, bahasa, motorik dan visual, sehingga mengakibatkan dirinya sukar 

untuk mengikuti program sekolah biasa serta sukar dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sosial. 

Berdasarkan The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural 

Disorders, WHO, Geneva tahun 1994 retardasi mental dibagi menjadi 4 

golongan yaitu: 

a. Mild retardation  (retardasi mental ringan) IQ 50-69, dalam tingkatan 

ini seorang penyandang keterbelakangan mental masih mampu 

berinteraksi sosial dan mampu mengurus diri sendiri, walaupun 

pertumbuhannya lebih lambat dari pada seseorang pada umumnya. 

Kesulitan atau kekurangan mental pada tingkatan ini hanya pada proses 

akademik yakni membaca dan menulis. 

b. Moderate retardation (retardasi mental sedang), IQ 35-49, dalam 

tingkatan ini seorang penyandang keterbelakangan mental kesulitan 

untuk memahami bahasa, dan cenderung lambat dalam berinterksi. 
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c. Severe retardation (retardasi mental berat) IQ 20-34, penyandang 

keterbelakangan metal pada tingkatan ini tidak jauh berbeda dengan 

tingkatan keterbelakangan mental sedang, hanya saja biasanya 

mengalami kerusakan motor yang bermakna atau adanya defisit 

neurologis atau gangguan fungsi bagian tubuh. 

d. Profound retardation (retardasi mental sangat berat) IQ <20, Retardasi 

mental sangat berat berarti secara praktis anak sangat terbatas 

kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau 

instruksi. Umumnya anak sangat terbatas dalam hal mobilitas, dan 

hanya mampu pada bentuk komunikasi dengan tanda yang khusus.
17

 

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang mengalami 

cacat mental. Maka perlu kita pahami kembali dasar adanya taklīf 

(pembebanan hukum) bagi mukhalaf adalah karena adanya akal dan 

kemampuan memahami padanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau 

belum berakal tidak dibebani taklīf karena mereka dianggap tidak dapat 

memahami hukum taklīf.  

Taklif adalah tuntutan atau bebeban hukum yang telah ditentukan, 

dalam hal tesebut seseorang yang dibebani hukum atau dianggap mampu 

dibebabi hukum disebut dengan mukallaf. Syarat utama seseorang dapat 

disebut sebagai mukallaf adalah berakal, artinya seseorang yang tidak berakal 

atau memiliki akal yang cacat tidak dapat disebut dengan mukallaf.
18

 

                                                           
17 Titi Sunarwati Sularyo dan Muzal Kadim, Retardasi Mental, Jurnal Sari Pediatri, Vol. 

2, No. 3, Desember 2000, hlm 172. 
18 Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, 

h. 347. 



17 

 

G. Metode Penelitian 

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka diperlukan metode 

yang sesuai. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

  Berdasarkan jenis masalah yang diteliti dan tujuannya, maka jenis 

penelitian ini adalah  penelitian lapangan (field research). Menurut Kartini 

Kartono, penelitian lapangan yaitu suatu penelitian lapangan yang 

dilakukan dalam kehidupan yang sebeneranya sesuai dengan apa yang 

terjadi di kenyataan.
19

 Penelitian ini mengamati, mencatat dan 

mengumpulan data informasi mengenai pandangan KUA terhadap 

pernikahan berketerbelakangan mental di Kecamtan Laren Kabupaten 

Pekalongan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian 

yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek secara alamiah, dibentuk 

oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan  dilakukan secara 

triangulasi (gabungan) dan analisis data yang relevan.
20

 

 Data-data tentang kriteria pernikahan dan pandangan Kepala KUA 

Kecamtan Laren Kabupaten Lamongan di dalam penelitian ini, tentang 

pernikahan penyandang disabilitas akan di deskripsikan dan dianalisis 

                                                           
19 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung : Mandar Maju, 1999). 

h. 32. 
20 Djaman Satori dan Aan Komariah, Metodelogi Penelitiian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h.25. 
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dengan benar memalui kata-kata berdasarkan teknik pengumpulannya dan 

analisis data yang diperoleh.  

3. Sifat Penelitian 

Penelitain ini bersifat deskriptif, sebuah penelitain yang dalam 

menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari lapangan akan disajikan 

secara diskriptif.
21

 Dalam penelitian ini data-data tentang kriteria 

pernikahan dan pandangan kepala KUA terhadap pernikahan 

berketerbelakangan mental akan disajikan dan dianalisa secara diskriptif 

yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari data. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Laren yang berada di 

arah Barat Laut ibu kota Kabupaten Lamongan ±36 km, 5m di atas 

permukaan laut. Berbatasan dengan Kecamatan Solokuro dan Kecamatan 

Brondong di sebelah utara, Kecamatan Karanggeneng di sebelah selatan 

Kabupaten Gresik di sebelah timur, dan Kabupaten Tuban di sebelah 

Barat. dalam Kecamatan Laren sendiri terdiri dari 20 Desa terdiri dari; 

Desa Brangsi, Desa Bulubrangsi. Desa Bulutigo, Desa Cetini, Desa 

Dateng, Desa Durikulon, Desa Gampang Sejati, Desa Gelap, Desa Godog, 

Desa Jabung, Desa Karangwungu Lor, Desa Karangtawar, Desa 

Keduyung, Desa Laren, Desa Mojoasem, Desa Palangot, Desa 

Pasanggrahan, Desa Siser, Desa Tejoasri, dan Desa Tamanprijeg. 

                                                           
21 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualittif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 

16. 
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Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Desa Gelap Kecamatan Laren 

dimana peneliti menemukan kasus tentang pernikahan disabilitas mental. 

5. Jenis Data dan Sumber Data 

Data-data yang akan digali meliputi jenis data data primer maupun 

data sekunder:  

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian 

langsung.
22

 Sumber data berupa informan utama atau primer dalam 

penelitian ini adalah Kepala KUA karena berdasarkan pada fokus 

kajian penelitian mengenai pandangan Kepala KUA yaang memiliki 

peran penting penentuan kriteria boleh tidaknya calon mempelai yang 

difabel itu meniikah. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan 

kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur dan bahan 

pustaka yang terkait dengan masalah. Data sekunder yaitu dokumen, 

buku, hasil penelitian dan landasan teori tentang materi penelitian, 

termasuk peratiuran tentang kewenangan dan tugas kepala KUA.
23

 

6. Teknik Pengumpulan,  

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk 

memperoleh data pokok dalam suatu penelitan dan juga data-data 

pendukung yang berkolerasi dengan masalah dalam penelitian yang sedang 

diteliti, tektik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

                                                           
22 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 156. 
23 Burhan Ashshofa, Metode Peneltian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 103. 
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terdapat 3 teknik pengumpulan data yakni teknik observasi, teknik 

wawancara dan teknik dokumentasi: 

a. Observasi yang dimaksud merupakan suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.
24

 Observasi adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang 

dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang 

diselidiki. Peneliti melakukan observasi kepada pasangan 

keterbelakangan mental. 

b. Wawancara merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh 

keterengan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu.
25

 Dalam 

penelitian ini, peneliti akan mewawancarai diantaranya adalah bapak 

Akhyar selaku kepala KUA di Kecamatan Laren Kabupaten 

Lamongan yang didalam penelitian ini ditunjuk sebagai narasumber 

pokok terkait pernikahan pasangan penyandang keterbelakangan 

mental.  

Menurut Irawan Soehartono, suatu bentuk komunikasi tanya 

jawab, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh 

informasi disebut dengan wawancara.
26

 Dengan demikian metode 

utama wawancara ini di harapkan dapat menghasilkan informasi yang 

aktual.  

                                                           
24 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 204–205. 
25

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer), h. 95. 
26  Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2004). hlm.67. 



21 

 

c. Dokumentasi, selain wawancara dan observasi peneliti juga 

menggunakan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku-buku, transkip, 

agenda-agenda, dokumen-dokumen, berkas-berkas dan sebagainya.
27

 

Dalam penelitian ini studi dokumentasi akan digunakan paling banyak 

dalam menyusun materi landasan teori dan memahami peraturan 

terkait kerka KUA dan tugas kepala KUA, disamping untuk 

memahami praktik pernikahan dari catatan dan arsip pernikahan 

7. Kredibilitas Informasi dan Data 

Kredibilitas informasi adalah suatu cara untuk menguji keabsahan 

data, uji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini 

dilakukan untuk menguji data hasil penelitian pernikahan 

berketerbelakangan mental  agar lebih akurat dengan melalui uji silang, 

baik dengan kepala KUA maupun pasangan berketerbelakangan mental 

informasi maupun sumber-sumber lain. Dengan teknik triangulasi juga 

dapat dilakukan untuk menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman 

informan supaya tidak terjadi kesalah pahaman makna antara peneliti 

dengan informan.
28

 

8. Taknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses yang didalamnya mengatur tentang 

urutan data sehingga menghasilkan analisa yang dapat memecahkan suatu 

                                                           
27

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer), h. 26. 
28 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta : Kencana, 2011), h. 264. 
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permasalahan. Model interaktif milik Miles dan Huberman yang peneliti 

gunakan dalam menganalisis data. Yang terdiri atas 4 tahapan yaitu: 

a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dengan metode 

pengambilan data dan sumber yang telah ditentukan baik melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan literatur yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

b. Reduksi data, yaitu penggabungan dan penyeragaman segala bentuk 

data yang diperoleh menjadi bentuk analisis guna mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting 

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik simpulan. 

c. Model data (data display), yaitu tahapan yang berisi tentang 

pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur 

yang jelas. 

d. Penarikan simpulan, yaitu simpulan yang menjawab dari pertanyaan 

peneliti yang diajukan.
29

 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

                                                           
29 Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian  Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta : 

Salemba Huanika, 2012), hlm. 180-181 
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Metode analisis interaktif Miles dam Huberman, dala, analisis data 

peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan selama 

berlangsungnya kegiatan pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-

balik diantara kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi selama proses berlangsungnya penelitian.
30

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan penelitiian ini 

penulis menentukan sistematika penulisan sebagai bentuk pemahaman dari isi 

dan arah penulisan penelitian, sistematika penelitian ini terperinci menjadi 

bab-bab dan sub bab yang saling berkaitan, diantaranya yaitu : 

Bab I pendahuluan, yang terdiri; latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II tinjauan Umum Tentang Pernikahan bagi orang-orang 

penyandang keterbelakangan mental menurut hukum Islam dan hukum 

positif, dalam bab ini terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum, syarat 

dan rukun pernikahan, hak dan kewajiban dalam pernikahan, materi tentang 

keterbelangan mental dan hukum pernikahan penyandang keterbelakangan 

mental. 

Bab III pernikahan berketerbelakangan mental di Kecamatan Laren 

Kabupaten Lamongan. Bab ini akan memaparkan tentang profil KUA, praktik 

pernikahan pasangan penyandang keterbelakangan mental dan hasil 

                                                           
30 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Al-Mansur Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), h.310. 
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wawancara dengan kepala dan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Laren Kabupaten Lamongan. 

Bab IV analisis pernikahan penyandang disabilitas di Kecamatan 

Laren Kabupaten Lamongan terdiri dari: analisis pandangan hukum tentang 

pernikahan penyandang keterbelangan mental dan analisis pandangan kepala 

KUA terhadap kriteria pernikahan pasangan keterbelakangan mental 

diperbolehkan menikah. 

Bab V Penutup terdiri atas simpulan dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pandangan kepala KUA tehadap 

pernikahan pasangan keterbelakangan mental di Kecamatan Laren Kabupaten 

Lamongan, dapat dimabil simpulan sebagai berikut: 

1. Praktik pernikahan penyandang keterbelakangan mental dilaksanakan 

berdasarkan pertimbangan dan prosedur sebagai berikut:  

a. Terpenuhinya syarat-syarat dalam pernikahan. 

b. Terpenuhinya rukun-rukun dalam pernikahan. 

c. Bersedia atau telah mengikuti bimbingan pra-nikah. 

d. Dihadiri wali atau pengampu mempelai keterbelakangan mental dan 

juga keluarga kedua mempelai. 

e. Melalui proses, laporan adanya kondisi khusus oleh keluarga. 

f. KUA memiliki kreteria tertentu untuk persetujuannya. 

g. Adanya pengamatan dan proses pemeriksaan oleh pegawai KUA untuk 

menentukan bisa atau tidaknya untuk dinikahkan. 

Berdasarkan prosedur dan pertimbangan yang diterapkan oleh 

KUA, dapat disimpulkan bahwa KUA selektif atas permohonan 

pernikahan penyandang disabilitas. Realita dimasyarakat banyak 

ditemukan atau terjadi perniakahan pasangan penyandang disabilitas akan 

tetapi yang menjadi perhatian khusus adalah penyandang disabilitas 

keterbelakangan mental, yang dalam praktiknya kebijakan kepala KUA 
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telah sesuai dengan aturan hukum pernikahan yang ada, baik secara hukum 

agama ataupun hukum negara. 

2. Kriteria mempelai keterbelakangan mental yang diperbolehkan menikah 

menurut kepala KUA Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan adalah 

penyandang keterbelakangan mental dengan tingkatan retardasi mental 

ringan, karena penyandang keterbelakangan mental dengan tingkatan 

retardasi mental ringan dianggap mampun dan memiliki kesadaran untuk 

bertanggungjawab atas keluarga, mampu dibebani hukum dan dapat 

melangsungkan akad nikah. 

 

B. Saran-saran 

Setelah melakukan penelitian tentang pandangan kepala KUA tehadap 

pernikahan pasangan keterbelakangan mental di Kecamatan Laren Kabupaten 

Lamongan, dengan itu peneliti memberikan saran-saran, diantaranya: 

1. Untuk masyarakat 

Disarankan bagi masyarakat untuk lebih paham dan mengerti 

tentang bagaimana aturan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia 

baik hukum agama ataupun hukum negara, khususnya  tentang pernikahan 

penyandang disabilitas, agar dapat tersampaikan dan terlaksana sesuai 

dengan aturan hukum yang sah dan diakui. 

2. Untuk lembaga 

Merekomendasikan bagi pemerintahan terutama untuk lembaga-

lembaga pemerintahan yang terkait dengan urusan agama khususnya 
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urusan pernikahan perlu adanya bimbingan dan penjelasan khusus 

mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam urusan agama khususnya 

pernikahan, dengan tujuan tersampaikannya hak dan kewajiban bagi 

penyandang disabilitas khususnya penyandang keterbelakangan mental. 
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